
BAB VI 

SARAN 

 
Saran yang dapat disampaikan untuk apotek dan calon apoteker 

yang akan menjalankan Praktek Kerja Profesi (PKP) Apoteker baik di 

Apotek Kimia Farma maupun di apotek lain yaitu : 

1. Mahasiwa Program Studi Profesi Apoteker hendaknya 

mempersiapkan diri dengan banyak membaca dan membekali diri 

dengan ilmu tentang obat-obatan, pelayanan, perundangundangan, 

dan juga sistem manajemen baik di apotek tempat PKP maupun 

secara umum sebelum melaksanakan PKP. 

2. Mahasiwa Program Studi Profesi Apoteker hendaknya aktif dalam 

melaksanakan PKP Apoteker, karena sangat banyak pengetahuan 

dan keterampilan yang tidak diajarkan di perkuliahan dan bisa 

diperoleh pada saat PKP Apoteker sehingga sangat berguna ketika 

sudah terjun di dunia kerja. 

3. Mahasiwa Program Studi Profesi Apoteker hendaknya memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik dan berperilaku baik selama 

PKP Apoteker sehingga dapat berinteraksi dengan pegawai apotek 

lainnya baik apoteker, asisten apoteker, juru racik, maupun 

pegawai umum. 

4. Calon apoteker diharapkan mempelajari pentingnya sistem 

pengontrolan yang terdokumentasi melalui dokumentasi kartu 

stok, serta paraf dalam setiap tahapan pelayanan resep 

(penghargaan, pengambilan, peracikan, etiket, salinan resep, 

kuitansi, pemeriksaan ulang) hingga KIE kepada pasien. 
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5. Didalam apotek sebaiknya mencantumkan SOP di setiap meja. 

Misalnya pada meja penerimaan dan penyerahan resep 

mencantumkan SOP penerimaan resep, skrining apa saja yang 

harus dilakukan, KIE/PIO apa saja yg perlu diberikan, dll; pada 

meja racik mencantumkan SOP persiapan meracik, membersihkan 

alat hingga mengembalikan alat, dll, sehingga pelayanan dapat 

dilakukan secara maksimal dan konsisten (tidak ada yang 

terlewat). 

6. Didalam apotek perlu disediakan peralatan untuk mempermudah 

peracikan atau persiapan obat. Misalnya pemotong tablet, tablet 

counter untuk menghindari kesalahan menghitung tablet dalam 

jumlah banyak (tablet dengan kemasan botol). 

7. Apotek harus lebih berkomitmen dalam menerapkan pelayanan 

kefarmasian yang berpihak kepada pasien melaluipenulisan 

patient medication record yang sangat berguna untuk merangkum 

profil pengobatan dan perkembangan kesehatan pasien. 

8. Calon apoteker diharapkan mempelajari pentingnya sistem 

pengontrolan yang terdokumentasi melalui dokumentasi kartu 

stok, serta paraf dalam setiap tahapan pelayanan resep 

(penghargaan, pengambilan, peracikan, etiket, salinan resep, 

kuitansi, pemeriksaan ulang) hingga KIE kepada pasien. 
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